
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Thun 1959 Nomor 72, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hUIU.f a perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi
Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang dan
Pembantu Pengurus Barang Perangkat Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

Menimbang: a. bahwa dengan telah diJaksanakannya reforrnasi birokrasi di
lingkungan Pernerintah Kota Banjarmasin , maka dalam
upaya untuk peningkatan kinerja dan produktivitas
pegawai bagi Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus
Barang dan Pembantu Pengurus Sarang Di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarmasin perlu untuk diberikan
tambahan penghasilan pegawai bagi penanggung jawab
keuangan dan aset daerah satuan kerja perangkat daerah;

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASlLAN PEGAWAI BAGl BENDAHARA,
PEMBANTU BENDAHARA, PENGURUS BARANG DAN PEMBANTU PENGURUS

BARANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASlN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 14 TAHUN 2018

WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALlMANTAN SELATAN



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun. 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)';

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun zoi i
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nornor 13Tabun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

8. Peraturan Pemerintah Nemer 27 'I'ahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 921

Tam bah an Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor
5533);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2.005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 4578:);

6. Undang-Undang Nornor 23' Tahun 2014 ten tang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah
diubah beberapa kali. terakhir dengan Undang-Undang
Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubaha:n Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nornor 567'9);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun
204 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia 'Tahun 261 J. Nomor '82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

ten tang
Republik

Lernbaran

'3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahara
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



Perhitungan nilai pernberian tarnbahan penghasilan pegawai bag; bend ahara,
pembantu bendahara, pengurus barang dan pembantu pengurus barang
dilakukan dengan cara menetapkan batas rnaksimal nilai tarnbahan
penghasilan berdasarkan pagu anggaran yang dimiliki perangkat daerah serta
beban kerjanya.

Pasa12

BAB II
PERHITUNGANNlLAT PEMBERIANTAMBAHANPENGHASILAN

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin,
4. Tambahan penghasilan pegawai bagi bendahara, pembantu bendahara,

pengurus barang dan pembantu pengurus barang adalah penghasilan yang
diberikan kepada pegawai yang diberi tugas sebagai bendahara, pernbantu
bendahara, pengurus barang dan pernbantu pengurus bararrg dalarn
bentuk uang .selain gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya
yang berlaku na:sional yang ditetapkan pemerintah.

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Pasall

Pasal I
KETENTUANUMUM

PERATURAN WALIKOTA 11ENTANG PEMBERIAN
TAMBAI-IAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGl
BENDAHARA, PEMBANTU BENDAHARA, PENGURUS
BARANG DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG
PERANGKAT DAERAH Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

13. Peraturan Daerah Kota Banjarrnasin Nornor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lernbaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor
7').

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nornor 3 Tahun 2014
ten tan g Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
[Lembaran Daerah Kota Banjarrnasin Tahun 2014 Nomor
3);



Peraturan Walikota ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasa16

Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota
Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Bagi Bendahara, Pembantu Bendahara, Pengurus Barang
dan Pembantu Pengurus Barang Perangkat Daerah di Lingkungan Pernerintah
Kota Banjarmasin [Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nornor 13)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal5

BABID
KETENTUAN PENUTUP

1. Besaran tambahan penghasilan pegawai bagi bendahara, pernbantu
bend ahara, pengurus barang dan pembarrtu pengurus barang adalah
sebagaimana tercantum dalam Larnpiran 1 dan Larnpiran n yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Pembayaran tarnbahan penghasilan pegawai berdasarkan Peraturan
Walikota ini dilakukan terhitung mulai bulan Januari 2018.

Pasa14

1. Besaran 1:EI..mbahan penghasilan pegawai bagi Bendahara Penerimaan dan
Pembantu Bendahara Penerimaan dihitung berdasarkan Pagu Anggaran
Pendapatan Daerah pada Perangkat Daerah.

2. Besaran tarnbahan penghasilan pegawai bagi Bendahara Pengeluaran dan
Pembantu Bendahara Pengeluaran dihitung berdasarkan Pagu Anggaran
Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.

3. Besaran tambahan penghasilan pegawai bagi Bendahara Pengeluaran
Pembantu dihitung berdasarkan Pagu Anggaran Belanja Langsung pada
Bidang/Bagian.

4. Besaran tambahan penghasilan pegawai bagi Pengurus Barang dan
Pembantu Pengurus Barang clihitung berdasarkan Pagu Anggaran Belanja
Langsung berupa belanja barang dan jasa dan belanja modal pada
Perangkat Daerah.

5. Besaran tambahan perighasilan pegawai bagi Verifikator dihiturig
berdasarkan Pagu Anggaran Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.

Pasal S
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H. HAMLJ KURSANJ

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 liIaret 2018
S~ DAERAH KOTABANJARMASIN

Ditetapkan di Banjarrnasin
pada tanggal 2 Maret 2018
WALlKOTA BANJARMASIN,

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarmasin.



~
H. l.aNU SleM

WALlKOTA~ANJARMASlN

Ul'a:ian
Bendahara

No. NHai Pagu Beudahara Pengeluaran Bendahara Pengurus
Pcngcluaran Pernbantu Penerirnaan Barang

IBt'lt7lAidl
1 I'1ilru pagu dana s.d. Rp.50Qjuta 1.800.000' l.600.000 1.550.000. 1.550.QO,O
2 Nilaipagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.l miliar 1.900;000 L700.0OQ 1.65Q.000 1.650.00.0
3 Nilai pagu dana ell atas Rp.1 miliar s.d. Rp_.3rniliar 2:0()Q.000 t.8Qb.000 1.750:000 1.750:000
4 .Ni~ pagu dana eli atas Rp..3 miliar s.d. Rp.lO miliar 2.10b.oOO 1'.900.000 1.850.000 1.850.000
5 .Nilai pagudana di atas Rp.10 rniliar s.d. Rp.:30miliar 2.6.00.000- 2.30'0.000 2.250.00'0 2.250.000
6 Nilai pagu, dana eli atas Rp.3'0·miliar s.d. Rp.50 miliar 2«:800,006 2.500.000 2.450.000 2.450.000
7 Nilai pagu dana di atas Rp.50 rrriliars.d. Rp.100 miliar 3.000'.000 2.70b.000 2.650.0M 2:6$0.000
8 Nilai pagu dana di atas Rp.l00 miliar s.d. Rp.150 .rrriliar 3.300.000 2.900.0'00 2.8'50.000 2,850.000
9 Nilaipagu dana di atas. Rp.1J.50millar S.d. Rp,200 miliar 3.600.000 3.200.000 3.050.000 3.050.000
10 Nilai pagu dana d:i atas Rp,200 miliar 4.000.000 3.600.000 3.250.:000 3.250.000

BESARA)'I'TAMBAHAN PENGHASILAN PI!:GAWAI

LA'MPIRAN I
PERA1'URAN WALIKO'i'A J3ANJARMASIN
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERLAN TAMBAHAN PENG"~lLAN PEGAWAI
B.A.Gl BENQAHARA, PEMBANTU BEND~,
PENGURUS .BARA:NG DAN PEMBANTlJ. PENGURUS
BARANG PE~RANGKAT ,DAERAH DI LINOKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BMJ'ARMASIN



~
H.IBNl.JSTNA

WALlKOTA BANJAR-MASIN

Uraian

No. Nilai Pagu Pcmbanru Pernbanru Pembantu
Bendahara Bendahara Pcngurus Vcrifikator
Pengeluaran Penerimaan Barang

1 Nilai pagu dana s.d. Rp.500 juta ] ,550.000 1.250,000 1.250.000 1.550.000
2 Nilai psgtJ.danadi alas Rp.500 juta s.d. RQ.l rniliar 1.650.000 1.35,0,.000 1.350.000 1.6S0.000
3 Nilai pagu dana di alas Rp.Lmiliar s.d ..Rp.3 rniliar 1.7.50.000 1.450.000 1.450.000 1.750 ..000
4 Nilai pagu dana.di atas Rp:3 miliar s.d, Rp.10 miliar 1:850;00:0 1.550:000 1.550.000 1..850.000.
5 Nilai pagu dana eli: atas Rp.10 miliar s.d, Rp.30 miliar 2.250.Odo 1.950.(}00 1.650.000 2.250:000
6 Nilaipagu dana di alas Hp.30 rniliar s.d. Rp.200 miliar 2.500.000 2.200.000 t.950.000 2.500.000
7 Nilai pagu dana di atas Rp.200'miliar 3.250.000 3;000..000 2.750.000 3.250.000

BESAR;A.NTAMBAHAN PENCHASILAN PEGAWAI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALl KOTA BAN.JARMAS1N
NOMOR 14 :fAHON 201$
TENTANG
PEMBERIAJIJ T'AMBAHAJIJ PENGHASILAN PEGAWAI
BACH BENDAHARA, PEMBAJIITU BENDAHARA,
PENGURUS BARANG DAN PEMBANTU PENOURUS
BARANG PERANGKAT DAERAH DI LINGJ<UNGAN
PEMERIN1~AH KOTA, BANJARMASIN


